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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 08/HK.03.1-
Kpt/5101/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BILANGAN PEMBAGI 
PENDUDUK DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan 

dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

dalam Pemilihan Umum, dipandang perlu melaksanakan penetapan jumlah 

Bilangan Pembagi Penduduk dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana 
ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi 

Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam 

Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-

Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah 

Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan 

Umum Tahun 2019 .

Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan Jumlah Bilangan Pembagi 

Penduduk Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Jembrana Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
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